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SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

SMP ISLAM TERPADU NURHANIFA

DESA RAWAKALONG KECAMATAN GUNUNGSINDUR
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BUPATI BOGOR

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemeratasn
pendidikan dasar kepada masvarakat, serta mewujudkan
pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan [zin
Pendinan Sckolah Menengah Pertama [SMP) Swasta kepada SMFP
I[slam Terpadu MNurhanifa vang berlokasi di Jl. Gandaria, Kp., Ciater
RT.001 RW.013 Desa Rawakalong, Kecamatan Ounungsindur.
Kabupaten Bogor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurufl a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang [zin
Pendirian Sekolah Menengah Pertama [SMP) Swasta kepada SMP
Islam Terpadu Nurhamifa yang berlokas: di Jl. Gandaria, Kp. Ciater
RET.0}1 RW.0l3 Desa Hawakelong, HKecamatan Gunungsindur
Kabupaten Bogor.

Undang-Undang Neomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dasrah Kabupaten dalam Linglkungan Propinsi Diawa Barat
[Berita Negara Republik® Indonesia Tahun 1950 Nomor 8}
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarts dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
MNomor 2851];

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional [Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301}
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nemor 23 Tehun 2014 tentang Pemernintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 292, Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor
5601);

6. Peraturan Pemerintah....
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44968) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan [Lembaran Negara REepublik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 91);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
Peraturan Pemerintah Nomeor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomeor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolsan dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negatra Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranglat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomaor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Saman Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Mentenn Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Seholah Dasar)
Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI|, Sekolah Menengah Periama)
Madrasah Tsanawiyah {SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Alas/
Madrasah Alivah (SMA/MAJ;

Peraturan Mentenn Pendidikan Nasional Nomer 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten /Kota sctbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubshan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Mimimal Pendidikan Dasar
di Kabupaten/Kota [Berita Negara Republik Indonesia Tashun 2013
Nomor 464);

.- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Momer 64 Tahun

2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menecngah (Beriia
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nemor 809);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 65 Tahun
2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomoer 810);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun
2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Dasar/Madrasah [btidaiyah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomaor 813);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayasn Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar Menengah ([Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

A

& kT I |

20, Perataran Daerah,...




Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA :

20.

g7

232,

23.

24,

26.

-3.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor & Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembarsn Dacrah Kabupaten
Bogor Nomor 56);

Peraturan Daerah Kabupatenn Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96|

Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
Peraturan Bupati Bogor Nothor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisas:, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nemor 2|;

2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tehun 2017 tentang Tata Cara

Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
{Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);

Keputusan Bupar Bogor Nomor 503/64 /Kpts/Per-UU /2017 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Penzinan dan Nonperizinan.

Keputusan Menteri Hulkum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-OOIS5269 AH.01.04. Tehun 2017 tentang
Penigesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Murhanifa Mandin,
tanggal 12 Oktober 2017,

Hasil Studi Kelayakan Izin Pendirian SMF (Swasta) Dinas Pendidikan
Eabupaten Bogor, tanggal 13 Juli 2018 tentang Eekapitulasi Milai
Hasil Kajian Pendirian SMP Islam Terpadu Nurhanifa;

Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sckolah Menengah
Pertama [(SMP)] Swasta Nomor : 49 /BAP-IP.SMP/VI /2018, tangeal 26
Jumi 2018,

MEMUTUSEKAN

Memberi 1zin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN NURHANIFA MANDIRI

Alamat : Jl. Gandana, Kp. Ciater RT.001 RW.013 Desa
Rawakalong, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten
Bogor.

Untuk mendinkan dan menyelenggarakan Sckolah Menengah Pertama

(SMP) Swasta

Namsa : SMPISLAM TERPADU NURHANIFA

Alamat : JlL. Gandaria, Kp. Ciater RT.001 REW.013 Desa

Rawakalong Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten
Bogor.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlalu
sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu |

.

menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan,
bagi peserta didik yang crang tua/walinya tidak mampu membiayvai
pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atan peserta didik di
daerah Khusus;

. melakukan dan/atau memfasilitas: permganrunan mutu pendidilian di

satian ataw program pendidikan dengam berpedoman pada Stemdar
Masional Pendidikarn;

¢, memfasilitasi....
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan :

- Yth. Mentern Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

. Yth. Bupat: Bogor [sebagai laporan);

. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;

. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;

. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bagor:

. Tth. Camat Gunungsindur:

. Tth. Kepala Desa Rawakalong, Kecamatan Gunungsindur,
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c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik vang
memiliki  potensi kecerdasan dan/atau  bakst istimewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknolog,
seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan,
kabupaten /kota, provinsi, nasional dan internasional:

d. mengembangkan dan melaksanakan sistemn informasi pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi;

€. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tensga kependidikan
sesual dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah
milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai
dengan  peraturan/perundang-undangan vang berlaku, tidak
sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan
proses pembelajaran,

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan
dimaksud pindah alamat, bergant yayasan dan atau dipindahtangankan
kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang
mengajukan izin pendirian baru;

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternvata timbul kerugian
terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya
kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnva
menjadi tanggung jewab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat
dibatalkan dan /atau batal demi hukum;

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan
keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga

merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan
ini batal demi hukum:

lzin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku
sepanjang pemegang izin mematuhi scmua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan:

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal :7 3 JUL 200

a.n. BUPATI BOGOR
INAS PENANAMAN MODAL DAN
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YAYASAN NURHANIFA MANDIRI
PAUD NURHANIFA - SDIT NURHANIFA — SMPIT NURHANIFA

Ciater Rt.001/13 Desa Rawakalong Gunu ngsindur-Bogor 16340 Tlp { 021 ) 71133258
—%

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURHANIFA MANDIRI
MNomor : 001/YNM/A/B/1/2018
Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU NURHANIEA

MENIMBANG : Bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
dan mendukung Visi dan Misi Yayasan Nurhanifa Mandiri, maka dipandang perlu untuk
mengeluarkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
Murhanifa.

MENGINAT : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Hasil rapat Pengurus Yayasan Nurhanifa Mandiri tanggal 15 januari 2018.

MEMPERHATIKAN : Aspirasi tokoh dan masyarakat ciater Desa Rawakalong vang sangat menginginkan
adanya lembaga pendidikan Islam berkualitas, terjangkau jarak dan finansialnya.

MEMUTUSKAN
Terhitung mulai tahun ajaran 2018/2019
MENETAPKAN

PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama dengan ketentuab di bawah ini -
Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Nurhanifa
Kecamatan : Gunugsindur
Dinas Pendidikan : Kabupaten Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Pelaksanaan KBM : Pagi Hari | Full Day School )

KEDUA ;1. Pendirian Sekolah ini menyebabkan adanya hubungan hak dan kewajiban serta
tuntunan tugas Sekolah dan Yayasan.
2. Yayasan Nurhanifa Mandiri bertindak sebagai selaku penyelenggara, pembina
dan pengawas jalannya program pendidikan yang dijalankan sekolah.
3. Sekolah berkewajiban menjalankan seluruh kebijakan Yayasan dan Pemerintah
dan berikan hak penuh untuk melaksanakan program sekolah sesuai visi dan misi
yayasan dan peraturan pemerintah .

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2018
KE EMPAT : Apabila keputusan ini terdapat keliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan
pembetulan seperlunya .
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